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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.SS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Soasio  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama,  dalam  sidang  majelis,  telah  menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  XXXX,  XXXX,  agama Islam,

pekerjaan XXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di,

Kota Tidore Kepulauan untuk sementara berdomisili di

Kota  Tidore  Kepulauan,  selanjutnya  disebut

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat  dan  tanggal  lahir  XXXX,  XXXX,  agama  Islam,

pekerjaan XXXX, pendidikan SD, tempat kediaman di

Kabupaten  Tajo  Una-Una,  selanjutnya  disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dalam  surat  gugatannya  tanggal

23  November 2020 telah  mengajukan  permohonan  cerai  gugat  yang  telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 23 November 2020

dengan Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa  pada  tanggal  XXXX Penggugat  dengan  Tergugat  telah

melangsungkan  pernikahan  yang  tercatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  XXXX kota  tidore  kepulauan  (kutipan

akta nikah nomor : XXXX tanggal XXXX);

2. bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di orang tua penggugat di desa XXXX.

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup

rukun dan bergaul sebagai suami istri dan dikaruniai anak satu orang yang

bernama ANAK, Perempuan, umur 8 tahun

4. Bahwa  pada  awalnya  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  agustus  tahun  2018

antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

yang menyebabkan yakni:

4.1. Kurang Menghargai penggugat sebagai sebagai seorang

istri.

4.2. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain. 

5. Bahwa  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  Tergugat  pernah

mencaci maki, mengancam memukul, mengucap kata cerai.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 1 Oktober

2019  disebabkan  Tergugat  berselingkih  dengan  perempuan  lain  lalu

Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pulang

sampai sekarang atau selama satu tahun satu bulan lamanya, dan selama

itu pula tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun bathin

dan tidak memperdulikan penggugat sama sekali.

7. Bahwa Penggugat tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan

Tergugat tersebut dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

agar  Ketua  Pengadilan  Agama Soasio  c.q. Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara  ini  untuk  memanggil  para  pihak,  memeriksa,  mengadili  dan

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugra  dari  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  224/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal  27  November  2020,  ternyata  bahwa

Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk Penggugat, sehingga

tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati  Penggugat agar berpikir untuk

tidak bercerai dengan Tergugat, dan ternyata usaha tersebut berhasil kemudian

Penggugat  memohon  kepada  Majelis  Hakim  untuk  mencabut  perkaranya

dengan register nomor 224/Pdt.G/2020/PA.SS;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian  putusan ini,  maka Majelis  Hakim

cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita

Acara  Sidang  yang  untuk  seluruhnya  dianggap  sebagai  satu  kesatuan  dan

bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Penggugat

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  ke

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.SS tanggal 27 November 2020,  yang dibacakan di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata bahwa

Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat yang ditunjuk Penggugat, sehingga

tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan  tetapi  tidak  datang  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;
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Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, kemudian

Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang,  bahwa  permohonan  Penggugat  untuk  mencabut  perkara

yang  diajukan  sebelum  perkaranya  dibacakan  tidak  bertentangan  dengan

prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan

Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa meskipun gugatan Penggugat  dicabut,  oleh  karena

perkara  ini  telah  didaftar  dalam register  perkara  dan  termasuk  dalam bidang

perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 tahun 5 bulan 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini  dibebankan

kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  segala

ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.SS dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara

sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah). 

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan   Agama  Soasio  yang  dilangsungkan  pada  hari Kamis,

tanggal  03  Desember  2020 Miladiyah bertepatan  dengan  tanggal

17 Rabi’ul Akhir 1442  Hijriyah, oleh kami  DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I

sebagai  Ketua  Majelis,  HASANUDDIN,  S.Sy dan  AHMAD  ZAKI  AMIN

AMRULLAH, S.H.I  masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  dihadiri  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

NURMANSIH, SH sebagai  Panitera Pengganti  yang dihadiri  oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;
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Ketua Majelis,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag. M.H.I
Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy

Hakim Anggota,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I
Panitera Pengganti,

NURMANSIH, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
4. Biaya  PNBP

Panggilan                

5. Redaksi

:

:

Rp. 

Rp.

20.000,00

10.000,00

6. Materai : Rp. 6.000,00
Jumlah : Rp. 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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